 PENGUSAHA KECIL -MENENGAH & KOPERASI 

SEBAGAI BISNIS KERAKYATAN 

DITENGAH KRISIS GLOBAL 
Pendahuluan 

Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (1) menguraikan tentang perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan penjelasan pasal 33 menguraikan kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan membangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, artinya menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi salah satu sokoguru perekonomian, peran koperasi sangat penting untuk tumbuhkembangnya potensi ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan menyentuh hajat hidup manusia Indonesia yang agraris maupun industrialis.

 Dalam kehidupan ekonomi seperti disebutkan diatas, koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Ironisnya pertumbuhan koperasi belum sepenuhnya menampakkan wujud dan jati ridi ekonomi koperasi dan ketidak berdayaannya dalam menghadapi mekanisma pasar, karena ternina bobokkan dengan fasilitas pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain karena banyaknya peraturan dan UU yang justru membatasi ruang gerak koperasi dalam melakukan kreatifitas inovasi untuk lebih mengembangkan wujud koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan kurang tercipta sumber daya manusia yang handal. Masalah ini  sering dianggap malah menghampat kelancaran usaha koperasi.

1. 

Dalam kegiatan usaha sehari-hari diterangkan dalam UU no. 25 tahun 1992 pasal 43  sebagai berikut :

2. Usaha Koperasi adalah usaha y ang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dari kesejahteraan anggota

3. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan u ntuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi

4. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat
DariMeskipun  tentang banyak hal sama antara bank dengan kopersi melalui kegiatan usaha simpan pinjam baik primer maupun sekunder, namun kenyataannya terdapat beberapa perbedaan  antara lain tercermin dalam pasal 43  UU no.25 tahun 1995 

bahwa usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Dengan bekerjasama mereka para anggota koperasi akan lebih berdaya untuk mendatangkan manfaat ekonomis dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang seharusnya dibandingkan dengan dikerjakan sendiri.

Dari pasal 43 diatas dapat dijelaskan perbedaan antara koperasi melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan perbankan yakni :

1. Koperasi cenderung diminati hanya oleh rakyat menengah kebawah, sedangkan perbankan cenderung menangani skala menengah keatas. Perbedaan diatas disebabkan karena rakyat menengah kebawah lebih menyukai hal-hal yang simpel, praktis, dan tidak banyak birokrasi. 

2. Koperasi bersaing dengan perusahaan lain termasuk perbankan dalam hal memperoleh anggota, modal dan pelanggan. artinya  pada saat mereka menjadi anggota koperasi atau sebagai pemilik, dalam waktu yang sama mereka juga menjadi pengguna jasa koperasi yang pada akhirnya akan mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi. 

Hal ini berbeda dengan bank, pengguna jasa perbankan bukan selalu sebagai pemilik bank tersebut dan tidak mendapatkan bagian dividen atas laba yang diperoleh bank  kecuali para pemegang saham bank yang bersangkutan.

Contoh : 

Seorang petani dalam menyiapkan kegiatan pertaniannya  dengan memiliki beberapa alternatif untuk memperoleh pinjaman baik dari tetangga, rentenir, pedagang  yang membeli produknya maupun berpeluang untuk mendapatkan pinjaman dari  bank.

Petani cenderung memilih  pinjam di koperasi walau tingkat suku bunga diatas bank namun karena  kepraktisan, debirokrasinya, ketepatan waktu pinjaman serta waktu pengembalian pinjaman yang lebih panjang dan adanya bagian dari hasi usaha.

Selanjutnya jika koperasi ingin menarik anggota,(1) koperasi harus menawarkan keunggulan khusus atau tambahan yang tidak dapat diberikan perusahaan pesaing, termasuk  bank.(2) anggota koperasi harus mampu mengontrol manajemen sedemikian rupa, sehingga manajemen termotivasi untuk mempromosikan kepentingan angotanya. Keunggulan yang kedua inilah yang kurang terpenuhi. Kelemahan yang paling mendasar karena koperasi belum mampu berfungsi menjadi lembaga pendidikan anggota dalam arti luas, artiya anggota koperasi masih baru tercatat sebagai anggota dan belum sepenuhnya menjadi anggota koperasi yang sebenarnya seperti yang diharapkan yakni yang mampu mengonttol manajemen.

Keberadaan Koperasi simpan pinjam dengan perbankan dalam menghadapi krisis

Menurut BI, pada tahun 1996 sebelum krisis tingkat inflasi mencapai 6.47%, tahun 1997 meningkat menjadi 11.05 % dan tahun 98 meningkat secara tajam menjadi 77.6% sehingga inflasi telah meningkat menjadi 12 kali tepat dalam 2 tahun terakhir. Kemerosotan nilai tukar terhadap US$ sangat berpengaruh terhadap inflasi dan harga disatu pihak serta upah minim regional per hari yang peningkatannya relatif rendah telah mengambil tingkat kemiskinan penduduk secara nasional

Sejak pertengahan 1997 terjadi krisis moneter yang merembet pada krisis ekonomi menjadikan para bisnis besar satu persatu tumbang ( seperti sebagian besar konglomerat telah bangkrut karena tenggelam dengan hutang luar negeri jangka pendek uang digunakan untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang ) termasuk sektor perbankan. Semakin terpuruk dengan meningkatnya kredit macet kepada Bank Pemerintah yang nilainnya trilyunan rupiah serta ratus milyar dolar AS berasal utang dari luar negeri, sehingga membuat krisis ekonomi di Indonesia semakin parah dan berkepanjangan. Bahkan sektor  perbankan kehilangan posisi strategisnya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran yang merupakan faktor yang sangat menentukan sistem perbankan nasional .

Menurut laporan BI akibat krisis diatas telah menyebabkan kesulitan likuiditas pada hampir semua bank serta peningkatan dana karena kenaikan suku bunga. Kesulitan likuiditas telah menyebabkan berkurangkan bahkan berhentinya pemberian kredit baru termasuk pemberian Kredit Usaha Kecil. Bahkan banyak bank-bank yang di take over dan pada akhirnya membuat trauma nasabahnya  dan tidak hanya kalangan bankir, melainkan masyarakat pengusaha kecil, menengah 

Dari peristiwa diatas telah menyadarkan semua pihak betapa pentingnya peran ekonomi rakyat yang tidak lagi dijadikan obyek belas kasihan, tetapi harus diberdayakan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh berdasarkan semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian.

Misi kerakyatan artinya pembangunan ekonomi nasional harus benar-benar mendorong dan sekaligus menampung partisipasi dan untuk kepentingan rakyat banyak, misi kemartabatan artinya kedaulatan ekonomi rakyat harus tetap dihormati atau ditempatkan sbagai pelaku dunia usaha yang unggul dan ditempatkan pada jalur utama dalam seluruh kehidupan ekonomi nasional dan misi kemandirian artinya pembangunan perekonomian bangsa Indonesia harus bertumpu dan ditopang oleh kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dalam satu sistem ekonomi rakyat, sehingga pembangunan nasional tidak lagi tergantun pada kekuatan-kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri (hal ini sesuai dengan TAP MPR XVI/MPR/1998, pasal 4)

Hal ini terbukti meskipun krisis moneter terus berlanjut menjadi krisis perekonomian dan kepercayaan, koperasi sebagai lumbung usaha tetap eksis bahkan masih bisa memperoleh keuntungan termasuk koperasi melalui kegiatan usaha simpan pinjam karena koperasi menggunakan modal sendiri yang berasal dari simpanan anggota koperasi sebagai modal utama kegiatan koperasi. Dan karena eksistensinya tersebut maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan bantuan melalui kredit lunak  dari salah satu program JPS adalah KKPA ( Kredit Kepada Koperasi primer untuk Anggotanya)

Upaya  untuk memperkuat struktur perekonomian nasional yakni 

1. memberdayaakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan memperkuat struktur modal dengan maksud agar dapat memanfaatkan kredit secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan tingkat usahanya yakni meningkatkan volume usaha. 

2.Penataan kelembagaan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengembangkan koperasi dikaitkan dengan usaha para anggotanya dan mengacu pada kepentingan anggota sebagai produsen, konsumen, pengguna krdit, pedangan eceran dan jenis usaha lainnya

3. Upaya melakukan peningkatan taraf pendidikan, tingkat kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan besar dalam menentukan produktifitas masyarakat.

Penutup


Demikianlah persoalan antara Koperasi sebagai badan usaha perkoperasian rakyat dalam kegiatan usaha simpan pinjam dengan sektor perbankan  dan sekaligus upaya peningkatan struktur perekonomian rakyat dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Berdasarkan UU no. 10 tahun 1998 sebagai pengganti UU no. 7 tahun 1992 dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 1992 diharapkan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam bersama dengan perbankan dapat bekerjasama dalam rangka memperkuat stuktur perekonomian nasional.

Kepustakaan :

Sinar Grafika,  Undang-Undang no:10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang  no. 7 tahun 1992 tentang perbankan

Departemen Koperasi ,Dirjen Bina Lembaga Koperasi, Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Jochen Ropke,Prof,Dr.Ekonomi koperasi, teori dan manajemen, Salemba empat , 2000

Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Forum Dialog Ekonomi Kerakyatan,1999

Sasono Adi, Orang kecil lebih bisa dipercaya, Daya, 1999

Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Pemberdayaan ekonomi rakyat, 1999

DE Sumual, Ekonomi politik perekonomian Indonesia, 1998

Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 9/1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Bank Indonesi, Lap.Bulanan, Tinjauan ekonomi, moneter dan perbangkan , Mei 2001

